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Abstrak 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan fasilitas perbankan kepada nasabah 

yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dengan jaminan atau 

berupa hunian. Dalam hal ini pasar perbankan yakni masyarakat dengan penghasilan 

rendah yang ingin memiliki hunian dan sistem pembayarannya dengan cara kredit. Sebelum 

melangsungkan pemesanan rumah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi nasabah 

untuk mengaukan KPR, setelah itu dapat dilihat nasabah sudah memumpuni persyaratannya 

atau belum. Seiring perkembangan jaman kredit pemilikan rumah tidak hanya bisa 

dilakukan di bank konvensional melainkan pada bank syariah dapat dilakukan pemesanan 

unit rumah yang akadnya sudah sesuai dengan syariat. Dan pembayaran yang sudah berjalan 

di bank konvensional bisa dipindahkan ke bank syariah sesuai prosedur yang berlaku dengan 

memperhatikan rukun dan syarat akad hawalah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mekanisme take over rumah di Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang? 2. 

Bagaimana pelaksanaan kredit rumah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 

12/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad hawalah terhadap pelaksanaan over kredit di 

Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang? Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui 
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praktik pelaksanaan over kredit rumah pada Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang, dan 

2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 

tentang akad hawalah terhadap pelaksanaan take over di Bank Jabar Banten Syariah 

Pandeglang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, 

yakni penulis mendeskripsikan data secara objektif. Sumber data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan penelitian lapangan (field research) dari hasil observasi, wawancara dengan 

pihak terkait, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian ini ialah: 1. Pelaksanaan take over rumah pada Bank Jabar Banten Syariah 

Pandeglang menggunakan akad murabahah atau jual beli dengan tetap memperhatikan 

rukun dan syarat pengalihan hutang atau hawalah. Dalam hal ini nasabah dapat 

memindahkan pembayaran di bank konvensional ke bank syariah dan menggunakan 

nasabah baru untuk melanjutkan pembiayaan. 2. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 

12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah sudah sesuai. 

Kata Kunci: Hawalah, Take Over, Pengalihan. 

 

A. INTRODUCTION 

Setiap individu mempunyai hak untuk mendambakan mempunyai 

rumah, sebab rumah merupakan salah satu bagian penting untuk menjadi alas 

tumbuh kembang suatu keluarga, baik dalam sisi keagamaan, kesejahteraan, 

kesehatan hingga aspek sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

rumah ialah bangunan untuk tempat tinggal. Dan menurut UU Nomor 4 tahun 

1992 tentang Perumahan dan permukiman pasal 1 angka 1 dan angka 2 

menyebutkan bahwa: 

1. Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

hunian dan sarana pembinaan keluarga. 

2. Perumahan adalah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian tempat 

tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan 

sarana lingkungan. 

Direktur Jendral Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat mengatakan ada 13,4 Juta keluarga di Indonesia yang 

belum memiliki tempat tinggal karena dilapangan masih ada beberapa kendala 
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seperti pembebasan tanah hingga perizinan. Padahal kepemilikan rumah dari 

pemerintah ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk para keluarga yang 

memiliki penghasilan rendah dan sukar untuk memiliki rumah secara tunai. Guna 

mendukung solusi kepemilikan rumah diadakanlah kredit perumahan bersubsidi 

atau disebut juga dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pertama kali KPR 

direalisasikan oleh bank milik negara yaitu Bank Tabungan Negara dan 

dilaksanakan di Kota Semarang. 

Kredit Pemilikan Rumah yakni salah satu jenis pelayanan kredit yang 

diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus 

untuk memenuhi kebutuhan dengan jaminan/agunan berupa rumah.1 

KPR secara umum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

1. KPR Subsidi merupakan suatu kredit yang dialokasikan untuk 

masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah. 

Bentuk dari subsidi ini  sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

2. KPR Non Subsidi yakni KPR yang dialokasikan bagi seluruh masyarakat 

tanpa adanya campur tangan pemerintah. Ketentuan KPR ditetapkan 

oleh bank itu sendiri sehingga penentuan besarnya suku bunga atau 

margin pada  bank syariah  dilakukan sesuai dengan kebijakan  yang 

bersangkutan.2 

Seiring berjalannya waktu kredit pemilikan rumah tidak hanya bisa 

dilakukan di bank konvensional, saat ini bank syariah memiliki inovasi baru 

dalam hal pembiayaan yakni adanya program kredit kepemilikan rumah. Ada 

berbagai jenis akad yang ditawarkan, antara lain murabahah, istishna atau pesanan 

                                                           
1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_pemilikan_rumah, diakses pada 13 

April 2021, pukul 09:30 WIB 
2
Muhammad Rizal Satria, Tia Setiani, Analisis Perbandingan Pemberian 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan 

Murabahah Pada Bank Syariah, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol. 2 

Nomor. 1 (Januari 2018)  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_pemilikan_rumah


110                                                                        Vol. 13 No. 2, Desember 2021 

 

khusus, sewa beli (ijarah muntahiyah bittamlik), serta penyertaan sewa (musyarakah 

muntanaqisah), pengalihan produk pembiayaan (Take Over) menggunakan akad 

Hawalah. Pembiayaan take over yang ditawarkan oleh perbankan syariah bertujuan 

untuk membantu masyarakat dalam mengalihkan hutang pembiayaannya dari 

non syariah ke syariah. Pembiayaan ini diberikan bank syariah kepada nasabah 

dimana nasabah tersebut masih terikat dengan fasilitas pinjaman di bank 

sebelumnya.3 

Hawalah menurut bahasa ialah memindahkan atau mengalihkan. Seorang 

pakar ekonomi syariah di Indonesia berpendapat hawalah yakni pengalihan utang 

dari orang yang memiliki hutang (muhil) kepada orang lain yang menanggungnya 

(muhal „alaih).4 Dengan memperhatikan kerelaan serta penerimaan orang yang 

hutang (muhil) telah melepaskan kewajibannya dan orang yang menerima 

tanggungan (muhal „alaih) telah siap menanggungnya. 

Pembiayaan hawalah dimuat dalam Fatwa DSN NOMOR: 12/DSN-

MUI/IV/2000 yang menyebutkan menanggung hutang piutang itu sah, asal 

sudah diketahui jumlahnya. Serta memperhatikan Fatwa DSN NOMOR: 

31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Kepastian hutang menjadi 

salah satu syarat hiwalah, dalam hal ini antara orang yang dihutangi (muhal) dengan 

orang yang dilimpahi pertanggungjawaban (muhal „alaih) telah sepakat dan 

sepaham tentang jenis-jenis hutang, ukurannya, batas waktu pembayaran, cara 

pembayaran dan lain-lain. Dengan demikian diketahui secara pasti sehingga tidak 

menimbulkan kesalahpahaman. Lepasnya pertanggungjawaban dari orang yang 

hutang dengan pelimpahan tanggung jawab tersebut, orang yang hutang (muhil) 

sudah lepas dari tanggung jawabnya, dan orang yang diserahi tanggung jawab 

(muhal ‗alaih) mempunyai kelanjutan kewajiban penuh untuk menyelesaikan 

utangnya. 

                                                           
3
 Dhaifina Fitriani, Griya Take Over Dalam Perbankan Syari’ah, Jurnal 

Hukum Bisnis Islam, Vol. 12 Nomor. 1 (Juli 2020) 
4
 Ru’fah Abdullah, Fiqh Muamalah, (Serang: Media Madani, 2018), h. 176 
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B. RESEARCH METHOD 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis 

penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan data 

secara objektif. Sumber data yang didapatkan dengan menggunakan penelitian 

lapangan (field research) dari hasil observasi secara langsung serta wawancara 

dengan pihak terkait, dan memakai buku-buku literatur yang relevan dengan 

penelitian. 

 

C. RESULT AND DISCUSSION  

Dalam dunia perbankan yang selalu diutamakan ialah 

kepuasan nasabah karena hal itu akan menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu pelayanan atau produk perbankan. Nasabah yang 

tidak puas akan salah satu perbankan tentu tidak akan 

mengulang untuk mengambil pembiayaan kedua kalinya di bank 

tersebut, selain itu pada saat ini nasabah dihadapi oleh beberapa 

pilihan perbankan lain yang menyebabkan pilihan jasa perbankan 

untuk pembiayaan lebih banyak.5 

Adanya persaingan antar bank menyebabkan ketertarikan untuk 

memberikan keringanan di dalam pembayaran atau 

pembiayaannya. Salah satu persaingan pembiayaan yang 

diberikan oleh antar bank ialah pembiayaan take over.  Dalam hal 

ini banyak perbankan memberikan tawaran beragam dengan 

tujuan untuk memberikan pembiayaan di bank nya, selain itu hal 

ini juga dapat membantu memindahkan transaksi sebelumnya di 

                                                           
5
 Juliana, Ismaulina, Melur Salsazila, Ketertarikan Nasabah Bank 

Konvensional Melakukan Take Over ke Bank Syariah, Jurnal J-Iscan Vol. 1 No. 1 

Tahun 2019  
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bank konvensional ke bank syariah yang sudah sesuai dengan 

syariat yang telah diterapkan.  

 

1. Mekanisme take over di Bank Jabar Banten 

Syariah Pandeglang 

Ada beragam faktor yang menyebabkan seseorang 

beralih dari bank satu ke bank yang lain, seperti kemudahan 

persyaratan, promo banking setiap bank, bahkan yang bersifat 

personal seperti adanya emosional antar bank baru dengan 

nasabah atau bank lama membuat nasabah kecewa di lain waktu 

itu semua bisa menjadi faktor penyebab adanya take over.  

Proses ini dilakukan atas permintaan nasabah yang diaukan kepada pihak 

bank. Saat mengajukan permintaan pemberian pembiayaan nasabah akan diminta 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan bank 

tersebut. Butuh 5 sampai 7 hari kerja untuk pihak bank memeriksa persyaratan 

yang telah diberikan yang selanjutnya akan digunakan untuk memenuhi 

kelengkapan pengajuaan permberian pembiayaan. 

.  
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Dalam skema prosedur pengajuan diatas dapat dilihat proses nasabah 

mengajukan take over untuk selanjutnya di check datanya. Dalam hal ini pun pihak 

perbankan memperhatikan akad hawalah beserta rukun dan syaratnya. Jika rukun 

tidak bisa dipenuhi maka tidak bisa terjadi akad yang akan dijalankan karena tidak 

memenuhi rukun dan syarat.  

2. Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 12/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Hawalah 

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatan lil‟alamin) yang 

mengatur semua aspek manusia yang telah diatur oleh Rasulullah serta Nabi 

Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur ialah permasalahan aturan atau 

hukum, baik yang berlaku hanya untuk individu tanpa melibatkan keluarga, dan 

atau hukum Islam ditetapkan untuk satu keluarga tanpa melibatkan masyarakat, 

dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa 

melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam. 

Islam juga dikenal sebagai agama yang realistis karena hukum Islam tidak 

mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang 

diharamkannya, juga tidak mengabaikan realistas dalam setiap peraturan dan 

hukum yang ditetapkannya, baik untuk insividu, keluarga, masyarakat, negara 

maupun umat manusia.6 

Dalam hal ketentuan akad syariah juga mengatur tentang rukun serta 

syarat semua akad bahkan ketentuan akad-akad yang haram dilakukan pun telah 

diatur. Khususnya pada akad hawalah yang digunakan dalam metode transaksi over 

kredit,  dalam hal ini muhal „alaihi memperhatikan kelengkapan syarat yang tertera 

sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

                                                           
6
 Nawawi Ismail, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer,(Bogor: Ghalia 

Indonesia: 2018), h.3 
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Hawalah. Pada praktiknya bank akan membelikan rumah yang diinginkan di bank 

sebelumnya dulu, selanjutnya setelah ruamh sudah menjadi milik bank BJB 

Syariah dan surat-surat penting sudah berada di pihak bank baru maka 

pelaksanakan akad baru bisa dilakukan. 

Dengan memperhatikan kesesuaian rukun yang ada perihal syarat sah 

hawalah yakni: 

a. Orang yang memindahkan tanggungan utang (muhil) 

b. Orang yang diberi utang dan dipindahkan pelunasannya dari orang yang 

berutang padanya secara langsung (muhal atau muhil) 

c. Orang yang dipindahkan tanggungan utang padanya (muhal „alaih) 

d. Harta muhal  ( Orang yang dipindahkan hutangnya) yang diutang oleh 

muhil 

e. Harta muhil yang diutang oleh muhal „alaih 

f. Lafadz (sighat) 

Dan dengan menimbang dan memperhatikan Fatwa DSN MUI Nomor 

12 tahun 2000 tentang hawalah  dengan ketentuan: 

a. Memperhatikan rukun hawalah 

b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam melaksanaakn akad. 

c. Akad dilakukan secara tertulis atau menggunakan cara komunikasi 

modern 

d. Saat hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal, dan muhal 

„alaih 

e. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad 

secara tegas 

f. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah 

muhal serta muhal „alaih, dan hak penagihan muhal berpindah kepada 

muhal „alaih. 

Melihat kesesuaian Fatwa dan rukun yang telah tertulis tentang akad 

hawalah dan mengingat Q.S Al-Baqarah : 282: 
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وهُ  بُ تُ اكْ فَ ى  مِّ سَ مُ لٍ  جَ أَ لََٰ  إِ نٍ  يْ دَ بِ مْ  تُ نْ  َ ي ا دَ تَ ا  ذَ إِ وا  نُ مَ آ نَ  ي ذِ لَّ ا ا  هَ ي ُّ أَ ا  بْ  ۚ  يَ تُ كْ يَ لْ مْ  وَ كُ نَ  ْ ي  َ  ب

بٌ  تِ ا لِ  كَ دْ عَ لْ ا بَ  وَلَ  ۚ   بِ أْ بٌ  يَ تِ ا نْ  كَ بَ  أَ تُ كْ ا يَ مَ وُ  كَ مَ لَّ وُ  عَ لَّ ل بْ  ۚ   ا تُ كْ يَ لْ  َ  ف

لِ  لِ مْ يُ لْ ا  وَ ئً يْ شَ وُ  نْ مِ سْ  خَ بْ  َ ي وَلَ  رَبَّوُ  وَ  لَّ ل ا قِ  تَّ يَ لْ وَ لَْْقُّ  ا وِ  يْ لَ عَ ي  ذِ لَّ نْ  ۚ  ا إِ نَ  فَ ا  كَ

ي ذِ لَّ وِ  ا يْ لَ لَْْقُّ  عَ ا ا هً ي فِ وْ  سَ ا أَ فً ي عِ وْ  ضَ عُ  لَ  أَ ي طِ تَ سْ نْ  يَ وَ  يُُِلَّ  أَ لْ  ىُ لِ مْ يُ لْ  َ وُ  ف يُّ لِ  وَ

لِ  دْ عَ لْ ا وا ۚ   بِ دُ هِ شْ تَ سْ ا نِ  وَ يْ دَ ي هِ نْ  شَ مْ  مِ كُ لِ ا نْ  ۚ  رِجَ إِ ا لَْ  فَ ونَ كُ يِْ  يَ لَ  رَجُ

لٌ  رَجُ  َ نِ  ف ا تَ رَأَ مْ ا نَ  مَِِّنْ  وَ وْ رْضَ  َ نَ  ت ءِ  مِ ا دَ هَ شُّ ل نْ  ا لَّ  أَ ضِ هَُُا تَ ا دَ حْ رَ  إِ ذَكِّ تُ  َ  ف

هَُُا ا دَ حْ رَىٰ  إِ لُْْخْ بَ  وَلَ  ۚ   ا أْ ءُ  يَ ا دَ هَ شُّ ل ا ا ذَ ا إِ وا مَ عُ وا وَلَ  ۚ   دُ مُ أَ سْ نْ  تَ  أَ

وهُ  بُ تُ كْ غِ  تَ وِ صَ لِ جَ أَ لََٰ  إِ ا  يًر بِ وْ كَ أَ اً  مْ  ۚ  ير كُ لِ طُ  ذَٰ سَ قْ دَ  أَ نْ وِ  عِ لَّ ل مُ  ا وَ  ْ ق أَ  وَ

ةِ  دَ ا هَ شَّ ل نَٰ  لِ دْ أَ لَّ  وَ وا أَ بُ ا رْتَ  َ لَّ  ۚ   ت نْ  إِ ونَ  أَ كُ رَةً  تَ ا رَةً  تَِِ ضِ ا ا حَ هَ  َ ون رُ ي دِ  تُ

مْ  كُ نَ  ْ ي  َ سَ  ب يْ لَ  َ مْ  ف كُ يْ لَ احٌ  عَ نَ لَّ  جُ ا أَ وىَ بُ تُ كْ وا ۚ   تَ دُ هِ شْ أَ مْ  وَ تُ عْ  َ ي ا بَ  َ ت ا  ذَ  وَلَ  ۚ  إِ

رَّ  ا ضَ بٌ  يُ تِ ا دٌ  وَلَ  كَ ي هِ نْ  ۚ   شَ إِ وا وَ لُ عَ فْ  َ نَّوُ  ت إِ وقٌ  فَ سُ مْ  فُ كُ وا ۚ   بِ قُ ت َّ ا وَ  وَ لَّ ل  ۚ   ا

مُ  كُ مُ لِّ عَ  ُ ي وُ  وَ لَّ ل وُ  ۚ   ا لَّ ل ا لِّ  وَ كُ ءٍ  بِ يْ مٌ  شَ ي لِ  عَ

“Hai orang yang beriman! Apabila kamu beru‟amalah tidak secara tunai untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskan dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.” (Q.S Al-Baqarah: 

282) 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pada pengalihan transaksi over 

kredit rumah menggunakan akad hawalah sebagai bentuk pengalihan hutang, serta 

akad murabahah sebagaai akad jual beli yang digunakan di Bank BJB Syariah serta 

menimbang rukun dan syarat beserta Fatwa DSN MUI Nomor 12 tahun 2000 
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tentang hawalah dan juga mengingat Q.S Al-Baqarah : 282 maka telah memenuhi 

kesesuaian secara syariat Islam. 

 

D. CONCLUSION 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan(1)Implementasi akad 

hawalah dalam kegiatan tranasaksi take over rumah pada pengalihan objek 

dengan memindahkan utang melalui perbankan dan juga pemindahan aset surat 

berharga kepada bank baru, dalam hal ini jelas pihak perbankan sebagai muhal 

‗alaih yakni pihak ketiga. Dalam praktiknya seringkali bank kecolongan dengan 

maraknya pengambil alihan hutang tanpa sepengetahuan pihak bank, situasi 

seperti ini sering disebut dengan pengalihan di bawah tangan.(2)Ditinjau dalam 

Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 menegani ketentuan akad hawalah, 

pada dasarnya kegiatan transaksi take over di Bank BJB Syariah sudah sesuai 

dengan ketentuan secara syariat Islam, karena dalam akadnya sudah memenuhi 

kriteria yang ada . Pelaksanaan take over mengakibatkan beralihnya hak jaminan 

atas objek jaminan yang digunakan sebagai agunan yang dilakukan melalui proses 

objek. 
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